NOMOR \"* TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
s KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

o DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI BENGKALIS |

 Menimbang - a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesual'
- ‘ ‘dengan asumsi kebuakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja ‘; v
“Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar umt ERLR
o ~‘organ|sasu antar jenls belanja keadaan yang menyebabkan sisa -
lebih  tahun anggaran sebelumnya harus dlgunakan untuk®
j'pemblayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dllakukan '
'1‘ifperubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
*jAnggaran2012 : S S

' b._bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam> S
“huruf - a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan: - '
~Anggaran’ Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalns-" "
e Tahun Anggaran 2012 S » :

‘Mengingat e :;1.~Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
" Daerah Otonom . Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Proplns{
.~ iSumatera Tengah (Lembaran Negara Repubhk lndonesna Tahun{ SR
S "1956 Nomor25) = R , : S
2.-Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum| dan»i : 7
L Bangunan (Lembaran Negara Republlk lndonesna Tahun 1985” nE
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
o 3312), sebagalmana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12;"}
‘Tahun 1994 - (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 1994}
~ Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones:a B
' Nomor3569) ) S e
feeBe vUndang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
o ‘Negara yang Bersm dan Bebas dari KorupS| Kolusu dan Nepotlsme' =
: (Lembaran Negara Repubhk Indonesia - Tahun 1999 Nomor 75,
e Tambahan Lembaran Negara Republuk IndoneS|a Nomor 3851) T
4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara T
o (Lembaran Negara Republik lndonesua Tahun 2003 Nomor 47,
S Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua Nomor 4286) ' :
| 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 12004 tentang Perbendaharaan 5
Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesna Tahun 2004 Nomor 5, -
: ‘Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesaa Nomor 4355) '




_Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang lestem,‘léerencanaan :
(Lembaran . Negara: Republik - Indonesia

* Pembangunan Nasional

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara. Republik -

- Indonesia Nomor 4421); - - ‘ '
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
~* Daerah “(Lembaran ‘Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor -
~ 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), -

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

' undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang- Perubahan Kedua Atas -

~ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, -
_ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2004 ‘Nomor 126,
" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); :
" 10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
" 'Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 -
~ Nomor 139, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438); R R R T
, 11.UndanQQUndang " Nomor 12 ‘Tahun 2004 tentang ~ Pembentukan
o Peraturan Perundang-‘undanganf (Lembaran Negara - Republik -

~ Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Le:mb}a'ran ‘Negara E
 Republik Indonesia Nomor 5234); » =

© 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan -

0. Undang¢Uhdang Nomor - 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan . 2
 Keuangan antara Pemerintah ‘Pusat dan Pemerintahan Daerah - - |

‘Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 |

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah denga‘hf Peraturan Pemerintah

‘Nomor .37 Tahun 2005 -tentang - Perubahan Atas Peraturan . ‘

I?emérintah~1Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protdkoler C
" dan Keuangan Pimpinan dan Anggota -Dewan -Perwakilan Rakyat
: DaEra'h'(l_”embar’an‘ Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
~ 13.Peraturan P‘ehflerihtah-Nomof‘ 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan -

Keuangan Barda‘n Layanan- Umum  (Lembaran Negara Republik

_Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 4502); -~ . ... . o
. 14.Peraturan - Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
 Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia '
Tahun 2005 Nomor 49,;,Tambahan‘ Lembaran Negara Republik =
Indonesia Nomor 4503); .~~~ SR S




:"i“16 Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana

Perlmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesm"
~ Nomor 4575); : |
o (17 Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem E
~ Informasi. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o
Indonesna Nomor 4576); :
18 Peraturan Pemerlntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hnbah Kepada
- Daerah (Lembaran ‘Negara Repubhk Indones1a Tahun' 2005 Nomor -
7139, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor 4577), B
,19 Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan L
~ Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun -
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesna -
Nomor 4578); f » -

’20 Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman -

3, Penyusunan dan Penerapan. Standar Pelayanan Minimal.(Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4585) ' e
21. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 téntang Pedoman‘ ~
Pembinaan = dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
-.165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone3|a Nomor 4593) o

22 Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
| Keuangan dan Klnerja ‘Instansi - Pemerlntah (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran =

. Negara Republik |ndoneS|a Nomor4578) : S
L 23. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan:
~Urusan Pemenntahan “antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah‘
“Provinsi, dan Pemenntahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran
: ‘Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
" Lembaran-Negara Republik Indonesia- 4737); |

.24 .Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008
' tentang Penyelenggaraan ‘Urusan Pemerintahan Daerah’ Kabupaten[
- Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008

Nomor 07);

, 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009_'. -

“tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ‘
Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03)




BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN

o Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN
- ANGGARAN - PENDAPATAN ~DAN. BELANJA ‘DAERAH - KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah
Rp 4.061.490.177.193,44 bertambah sejumlah Rp 1.048.745. 882 540, 00 sehlngga menjadl
"Rp.5.110. 236.059.733,44 dengan pennman sebagal berikut:

- 1 Pendapatan : o
~a. Semula Rp 2.456. 916 500. 500 00
b Bertambah(berkurang) 'Rp.1.039.541.937. 885 00
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan : - -Rp.3.496.458.438.385,00

2 Belanja BRI
. a Semula = Rp.3.736.615.888.422 44
. b. Bertambah(berkurang) * Rp. 513. 969 596.272,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan - : - ‘Rp. 4.250.584.484.694 .44
: Surplus/(Defsnt) setelah perubahan . Rp.( 525.572.341.613.00)

-3, Pembiayaén ;
- Penerimaan -~

1) Semula Rp 1, 064. 573.676. 693 44

'2) Bertambah(berkurang) Rp. - 29.553.369.616,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan = . Rp.1.634.127.046.309,44

~ b. Pengeluaran T
‘1)-Semula . Rp. 324.874.288.771,00
2). Bertambah(berkurang) Rp. 555.125.711.229,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan R Rp 880 000 000 000 00

e ;Jumlah pemblyaan netto setelah perubahan BT Rp (525 572 341 613 00)
" Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Setelah Perubahan e Rp. 0,00

: Pasal 2
(1 ) Pendapatan Daerah sebagalmana dlmaksud pada Pasal 1 terdlrl dan
- a Pendapatan Asli Daerah -
1) Semula ISR ‘Rp. 206. 738 615. 500 00
2) Bertambah/(bérkurang) Rp: -~ 7.416.687.500,00 -
- Jumlah Pendap‘atan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. ~214;-155.303.000,00




“ h"a"f;P,érihibé gan

Rp.2.216.177.885.000,00
Rp '917.556.883.424.00
telah Perubahan

‘Rp. 3.1 33,7"3»4.‘7'68.424,06 ey

atan daerah yang sa R
e T ~ Rp.. 34.000.000.000,00 | |
S 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4114 568.366.961,00 = ‘

~ " ' Jumiah |lain-lain pendapatan daerah yang Rp. 148.568.366.961,00
.. Sah setelah Perubahan o - B S g T
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
‘ pendapatan: - : N AT UL T FO
a. Pajak Daerah . = N
f)Semula - Re 35.700.000.000,00 o
(8.100.000,00000 EERRE .

~Rp. 27.600.000.000,00

1) Semula’

dari jenis

2) Bertambah/(berkurang) Rp-_
“Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan . -

- p. Retribusi Daerah DR P PRt W
‘{)Semula -~ Rp. 12.905.615.500,00 - B
’ 2)Bertambahl(berku_rang) Rp. 7.316.687.500,00 o T R ST DU IR
' Jumlah‘Pajak Daerah setelah Perubahan. ., Rp.- 20.222.303.000,00
, an daerah yang dipisahkan . .
1) Semula . "Rp. ' 30.800.000.000,00 - -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 000 . S '
*Jumilah Pajak Daerah setelah Perubahan = . " Rp. 30.800.000.000,00

- ¢. Hasil bengel‘olaakh kekéYa

~d. Lain-lain Pendapatan asli daéréh‘ ya‘n}g .,sélh‘ o e
< 1) Semula ' - Rp. 127.333.000.000,00; :

2) S tambah/(berkurang) Rp. _8.200.000.000.00 - -
0

e * Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan -
yat 4(1) huruf b terdiri dari jenis

135.533.000.000,00 -

(3) Dana Perimbangan sebagajmana ‘dimaksud pada &
“pendapatan: R R S
o a Dana Bagi Hasil SRR REUREEN
© qySemula . - ' Rp.2.090.535.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) RD. 917.556.883.42400 | .
" Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan -+ Rp. 3.008.091.883.424,00 S

b. Dana Alokasi Umum . . PR e e
- 3)Semula v Rp. '84.768.625.000,00 _
4).Bertambahl(berkurang) Rp. » 000 Ll i
T Jumlah Pajak Daerah setelah Per bahan -~ - Rp. . 84.768’.625.000;0_0

.~ ¢. Dana Alokasi Khusus -~ o
- 3)Semula .o :Rp. 40.874.260:000,00 ‘ »
4 Bertambahl(berkurang) Rp. o '-

~ Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan - Rp. 5;_40.874.260.000,00




~(4) Lain-lai pendapata daer
s terdm}da»rl'

ITfj . i p
TR '“?2) Benambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan - S Rp A
. b. Dana darurat S i : | ‘ .
1)-Semula - i Rp. ' 70,00
2y Bertambah/(berkurang) Rp.. . . - 000 N
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan - Rp. : 0,00
¢. Dana Bagl Hasil Pajak P ‘:  nE : =
~1)Semula - Rp. ‘34.000.000.000,00 '
~ 2) Bertambah/(berkurang) Rp. ~ 26,484.424.961,00 = R S
-Jumlah‘ Pajak Daerah' setelah Perubahan ' "Rp. - 60.484.424.961,00
" d. Dana penyesualan dan otonoml khusus RO R »
1) Semula ‘ Rp.. " - .. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.: 76 721.242.000,00 . E
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan o : .\Rp.‘- ; 76 721.242. 000 00
e. Bantuan keuangan dan propms: atau dari pemenntah daerah Ialnnya ‘ |
1) Semula = Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. = 11.362.700.000,00 ; : ‘ T
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan - » - Rp. ,11.362.700.000,00 )
Pasal3

‘(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa‘s’al’ 1_terdiri'déri U

- a. Belanja Tidak Langsung '
1) Semula. . - Rp 1.365. 409.555. 638 41
-2) Bertambahl(berkurang) Rp. 251.915.677.196,17 A o L
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.1.617.325.232.834,58 . -

b. Belanja Langsung ‘ '
. 1)ySemula : .- . Rp.2. 371 206.332. 784 03
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 262.053.919.075,83 e .
- Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan ‘ 'Rp.2.633;260..251.859,86.f

(2) Belanja Tldak Langsung sebagalmana dlmaksud ayat (1) huruf a terdm dan jems

belanja
a. Belanja Pégawai R ‘ T S
- 1) Semula \ Rp 771 006 341.373, 35 S
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 159.859.015.160,34 Bt o v ,
. Jumlah belanja pegawai setelah_ Perubahan SR ‘Rp.  930.865.356.533,69- .
b.Belanjabunga . i / | |
1) Semula o Rp 000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. =000 e

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan . Rp.. 0,00

0,00 .




ng) RD.
idi setelah Perubahan

0.668.950.677,00

212.580.760.933,00
50.606.730.647.00

. =1) Semula Pag e
" Rp. 2722774958000

mula. o nh 0 RD,
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp._

- Jumiah belanja hibah setelah Perubahan .

" e. Belanja bantuansosial I R ey
) Semula ‘Rp. ~ 3.712.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.942.400.00000 - - - R
‘Jumlah belanja hibah setelah Perubahan ~Rp. ' 14.655.400.000,00

f. Belanjabagihasil -~ . S SN

1) Semula - -~ Rp. - .0,00 B

2) Bertambah/(berkurang) Rp.__—____ 000 - SRR
-~ " Jumlah belanja hibah setelah Perubahan -~~~ :Rp. . . 0,00 -

g. Belanja bantuan keuangan . ’ B

1) Semula = . Rp. 362.929.214.000,00

© 2) Bertambah/(berkurang) Ro.___512.500.000.00 D O
“Jumlah belanja hibah setelah Perubahan - : Rp. 363.441.714.000,00

_ h. Belanjatidak terduga -~ .~ TR IR RS DR
“{ySemula = . Rp. 461178865500
2)'Bertambah/(berkurang) Rp. '20.904.531.388.83 - - S
" Jumlah belanja hibah setelah Perubahan ~ " Rp. 25.516.320.043,89

(3 Belanja Laﬁ'gsung sebagaimana dimaRsud ayat 7(1)hu»rufr/bvtér‘dir'ifdari jenisrbelanjké:
a. Belanja ‘Pe'gawa'i\ £ . e e
"N Semula  Rp. 165.095.921.300,00

2) Bertambahl(berkufang) Rp. -. 4.060.357.937,00
~Jumiah belanja pegawai setelah VPeerb\a‘han L

 Rp. 169.156.279.237,00

" b. Belanja barang'danjasa", RO R :
) Semula - Rp. - 860.840.463.147,74

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 32.045173.94437 . . o
~ Jumlah belanja bunga setelah Perubahan - - Rp. 892.885.637.092,171 '

" ¢c. Belanja modal - T T R
1) Semula ; o Rp.1.345.269.948.336,29
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 225.948.387.19446 = T o o
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan - Rp. 1.571.218.335.530,75

. Pasal4
‘(1) Pembiayaan Daérah sebégéimana dirﬁéksud pada pasal 1, terdiri dari:
' a Penerimaan’ . - R B
1) Semula I Rp.1.604.573.676.693,44 :
2) Bertambah/(berkurang) Rp. _29.553.369.616.00
~ Jumlah penerimaan_setelah Perubahan

* Rp. 1.634.127.046.309,44 -




80.000.000.000,00

terdiri dari jenis

i pemblayaan

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
1)Semula =~ 'Rp.1.604. 573 676. 693 44
:2) Bertambah/(berkurang) Rp.. 29.553.369.616,00 :
~Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya - -~ . Rp. 1.634.127.046.309,44
setelah perubahan |

- b. Pencalran dana cadangan
1) Semula - Rp. . 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - - 0,00
-+ Jumlah pencalran dana cadangan setelah Perubahan Rp. .- -~ .. 000

C. Hasﬂ penjualan kekayaan daerah yang dlplsahkan
1) Semula ~ Rp.. ot 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.-~ =~ . 0, 00
Jumiah hasil penjualan kekayaan daerah yang - -Rp. : 0,00
Dlpxsahkan setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula - - Rp. - ..0,00

‘ 2) Bertambah/(berkurang) Rp. L 0,00

- Jumlah penerimaan kembali pembenan plnjaman‘ - Rp. = : 0,00
' setelah perubahan

e.’Penenmaan kembali pembenan plnjaman
1) Semula - 8 Rp. .~ 000
2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 0,00
Jumlah penerimaan kembali pembenan plnjaman . Rp.. .- 0,00
- setelah perubahan

f. Penerimaan plutang daerah
1) Semula Rp. - .0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. = - 0,00 .
~ Jumlah penerimaan piutang daerah B " Rp.
- setelah perubahan

0,00

(3)-Pengeluaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdmdan jenis
: pemblayaan -

- a. Pembentukan dana cadangan
1) Semula : Rp.: .0, 00
2) Bertambah/(berkurang) ‘Rp. 560.000.000.000,00
“Jumlah pembentukan dana cadangan setelah "~ Rp.. 560.000.000.000,00

perubahan

b Penyertaan modal (mvestasn) pemenntah daerah
1)Semula .~ . Rp. 320.000.000.000,00

- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. . 000
Jumlah penyertaan modal (mvestaSI) pemermtah ‘Rp. +-320.000.000.000,00

‘Daerah setelah perubahan




kok utang setelah

“f)semula - Rpoo . 000

~ 2)Bertambah/(berkurang) Rp. ___ 000
~ Jumiah pemberian pinjaman daerah setelah. . - Rp. -~ . 000
 perubahan e U e P

e. Pembayaran utang kepada pihak ketiga
‘1)Semula Rp. 4.874.288.771,00
°2) Bertambah[(b_erkurang) Rp.  (4.874.288.771.00). B AR S TR oo
. - Jumlah pembayaran utang kepada pihak ketiga CORpS 0,00 -

~Setelah Perubahan - P N L R

©pasals -

- (1) Dalam hal terdapat darurat dalam pelaksanaan APBD, ,Pemeri,ntah Daerah dapat
~ melakukan pengeluaran yang belum tersedia - anggarannya ‘dalam- APBD Tahun
Anggaranf2012 “Sebagaimaha dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang selanjutnya -~
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. . i IR R
(2) Kriteria untuk ‘keadaan darurat sebagaimana dimaksud - pada ‘ayat (1) sekurang--
‘kurangnya memenuhi kriteria sebagai perikut: N NI R LI S

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat
) diprediksikan sebelumnya; TN R RE et AL S IS S

. b T_idakdiharapkan‘terjadi secara berulang; .. - R

- ¢. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

d. Memiliki dampak yang signifikah‘terhadap‘,anggaran dalam rang

" disebabkan oleh keadaan darurat;dan. . R

‘e. Merupakan belanja untuk keperluan mendesak.

ka >pemuliha‘n yang

(3) Kriteria belanja untuk keperiuan
" huruf e mencakup: . :
a. Program ‘dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang. anggarannya belum -
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan o B R
~ b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila
lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat . ‘ :

Pasalé
Uraian léﬁb‘ihylahjku{ Ar’iggaran"Pe'ndapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
' pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan ‘Daerah ini, yand merupakan bagian

yang tic_iak‘terpi»sahkan dari Pe[atUran'Daerah ini, yang terdiridari:

"4.-Lampiran | L RihgkaSan APBD; .
~-2. Lampiran li Ringkasan APBD menurut urusan per’herihtahan':daerahf
- : dan Qrganisasi SKPD; Lt ‘

' mendes'ak Sébagaithana dimé'ksud_ pada ayat (2) peEs

ditunda akan ménimbulan kerugian yang R




s ‘,.‘\ -

100

12.L
?Lamplran XIII Daftar pmJaman daerah dan ObllgaSI daerah

13,

© 5L”cséf"*f

ekapitulas elanja"adaerah:runtuk keselarasan dan \ ;
keterpaduan urusan pemerintahan :-daerah dan funQS| TR
:dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; - :

'.,;'Lamplran V| Daﬂar Jumlah pegawa| per golongan dan per jabatan
i‘Lamp|ran VII 'Daftar plutang daerah S Sl
"Lamplran VIII Daftar penyertaan modal (lnvestaSI) daerah

Lémpiran X Daftar perklraan penambahan dan pengurangan aset
; I \tetap daerah; ; Ji e
Léfh'pirahxr " Daftar perklraan penambahan dan pengurangan aset’

' " lain-lain; - ST R ; :

1 1.:__L’ampi|"a_n Xl*l Daftar keglatan keglatan tahun anggaran sebelumnya

~ yang belum diselesaikan dan dlanggarkan kemball dalam
o _tahun anggaran ini; . :

Lamplran XIl Daﬂar dana cadangan daerah dan

Pasa|7 i

Bupatl menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja_"-
Daerah sebagal Iandasan operasmnal pelaksanaan APBD i 3 .

Pasal 8 :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

' Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
~dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls U
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Dltetapkan d| Bengkalls .
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